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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN
TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI GORONTALO

ca.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR GORONTALO,

bahwa transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi,

sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan politik mempunyai
peranan penting dalam peningkatan pembangunan daerah;
bahwa untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif
dan efisien dalam menunjang dan membantu terciptanya pola
distribusi yang mantap dan dinamis, serta mendukung
pengembangan wilayah, peningkatan hubungan nasional dan
internasional yang lebih memantapkan perkembangan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka
perlu disusun dokumen tatanan transportasi wilayah sebagai
perwujudan dari Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) pada
tataran transportasi wilayah Provinsi Gorontalo;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Gorontalo tentang Sistem Transportasi Nasional pada Tataran
Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2009
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5066);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
Peraturan  Pemerintah  Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5048);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5086);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan
Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5199);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara RepublikIndonesia Nomor 5221);



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011
tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional,;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010
tentang Cetak Biru Transportasi Multimoda;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010
tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional,;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005
tentang Sistem Transportasi Nasional,;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006
tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010
tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan
Tahun 2010-2030;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo
2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 - 2030
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Gorontalo 2012 -
2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo

Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG SISTEM
TRANSPORTASI  NASIONAL  (SISTRANAS) PADA  TATARAN
TRANSPORTASI WILAYAH (TATRAWIL) PROVINSI GORONTALO



Pasal 1

(1) Menetapkan Sistem Transportasi Nasional pada Tataran
Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo.

(2) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi
Wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah tatanan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana
transportasi  wilayah sebagai perwujudan dari Sistem
Transportasi Nasional di wilayah Provinsi Gorontalo.

(3) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi
Wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan panduan bagi penyelenggaraan transportasi di
Provinsi Gorontalo bagi para pemangku kepentingan terkait.

(4) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi
Wilayah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4
(empat) bagian meliputi:

a. Pendahuluan

b. Pendekatan

c. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program
d. Penutup

(5) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi
Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2
Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), berfungsi sebagai
acuan bagi semua pihak terkait dalam rangka penyusunan
rencana kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang terkait penyelenggaraan transportasi di wilayah

provinsi, kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.

Pasal 3
Koordinasi pelaksanaan Sistem Transportasi Nasional pada
Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo dilakukan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2010 tentang Tataran
Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2010 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita

Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Maret 2014

GUBERNUR GORONTALO,
Ttd
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
Ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 29
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